BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 63 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS PADA UNSUR ORGANISASI TER¥DAH
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daesblpaten
Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu manywraian
tugas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaledah
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentaagan Tugas
pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Perhubungamuii&asi

dan Informatika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Batukan
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerahelst
Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undadgrgd
Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembé&nta
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubahhterdéngan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangt&gan
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 18, dan
15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupatddjada

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;



Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentant&gian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahaerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentaggriasi
Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2@®difang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Baera

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 1 T&008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3uf &008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Maagsah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGASPADA
UNSUR ORGANISASI TERENDAH DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daefsagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika addbahas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatemoK
Progo.

5. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yamgimukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorangwiBeg
Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasg y@alam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian datau/
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri danukinkenaikan

pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.



BAB I

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 2

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tectdri :
a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang temi Sub
Bagian-Sub Bagian.
c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang masing-
masing terdiri dari Seksi - Seksi;
2. Kelompok Jabatan Fungsional
Tertentu; dan
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikadnflammatika
terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan

3. Seksi Penerangan Jalan Umum.



d. Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran terdir da
1. Seksi Angkutan;
2. Seksi Terminal; dan
3. Seksi Perparkiran.

e. Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri :dari
1. Seksi Kelaikan Kendaraan Bermotor; dan
2. Seksi Operasi dan Pengendalian.

f. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan dan Fasilitasi Perijinan; dan
2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian.

g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal &f layr
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kefpapiati.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3f hubuy
dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah damabggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruifiuraf d,
huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidaranyg berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huarigka
1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sagidh yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 8e&ret

(5) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurgkadn angka
2, dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2, dan aBgkaruf e
angka 1 dan angka 2, huruf f angka 1 dan angk#£2ngin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertangguvelpjkepada
Kepala Bidang.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimamaksud
dalam Pasal 3 huruf g, berada di bawah dan bertizgggawab

kepada Kepala Dinas.



(7) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimakdadchd@asal 3
huruf h, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana TeKnisas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KBpzds

BAB I

FUNGSI, TUGAS DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Pasal 5

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengaufungsi
penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan pegasantuan di

bidang perhubungan komunikasi dan informatika.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dinthklalam

Pasal 5, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infokenaempunyai

tugas :

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang lalu lintas;

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang angkutan, medmdan
perparkiran;

c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendaliam da
operasional;

d. menyelenggarakan kegiatan di bidang komunikasiinf@anmatika;
dan

e. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan mundan

kepegawaian, keuangan dan perencanaan.



Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dinthklalam

Pasal 7, Sekretariat mempunyai tugas :

a. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian ;

b. melaksanakan kegiatan perencanaan;

c. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasnkgune

d. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas;

e. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinetja dampak
pelaksanaan program dan kegiatan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dive&aitan

dengan bidang tugasnya.
Pasal 9

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapabgekadan,
ketatausahaan, Kkearsipan dan kepustakaan sertaanurus
kepegawaian.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian adalaagai
berikut :

a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijedans,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan dayang
berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;

b. menyusun program kerja Sub Bagian;

c. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan yanguneli
mempersiapkan rapat, menerima tamu, pelayananotglep
kebersihan dan keamanan serta kegiatan lain yarkgitzen
dengan urusan rumah tangga;

d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan @eratang
meliputi :

1. menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemelinaraa
dan pengurusan barang inventaris;

2. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemelihaaaan d
usul penghapusan sarana dan prasarana dinas; dan

3. menyusun laporan pengelolaan barang.



e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliput

1. kegiatan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan,
penyajian data, dokumentasi dan informasi; dan

2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana
perjalanan dinas.

f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaary y
meliputi:

1. melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;

2. pembuatan Daftar Nominatif Pegawai, file kepegamwaia
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), taDaf
Urut Kepangkatan (DUK), buku - buku penjagaan seper
Kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, PensiuartK
Hukuman Disiplin dan lain-lain;

3. menyiapkan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) menjadi PNS, kenaikan pangkat, pen¢ampa
dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas / pensiu
perubahan gaji , hukuman disiplin tingkat ringan;

4. memproses cuti tahunan, cuti bersalin, cuti hamfti
alasan penting, cuti di luar tanggung jawab nedaracuti
sakit bagi pegawai negeri sipil di Dinas;

5. menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;

6. mengusulkan kenaikan gaji berkala Kepala Dinas;

7. memproses penerbitan Keputusan kenaikan gaji lzerkal
PNS di Dinas;

8. menyiapkan bahan penjatuhan hukuman disiplin PNS di
Dinas;

9. menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegangi y
meliputi pemberian tanda jasa, Tabungan AsuranssiBe
(Taspen), Asuransi Kesehatan (Askes) dan Tabungan
Perumahan (Taperum), permintaan Kartu Pegawai
(Karpeg), Kartu Istri/Kartu Suami serta hal-halnlgiang
berhubungan dengan kesejahteraan kepegawaian;

10. menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan keloutuha
pendidikan dan latihan;

11. mengusulkan ijin belajar, tugas belajar, pendidjkatihan
dan lain - lain yang berhubungan dengan peningkata

profesionalisme pegawai;



12. mengusulkan dan menyelenggarakan  kursus-kursus
pegawai Dinas;

13. mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;

14. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;

15. menyiapkan Surat Perintah Dinas; dan

16. menyiapkan bahan, menyelenggarakan penilaian dan
memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional
tertentu.

melaksanakan fungsi kehumasan Dinas;

menyiapkan konsep sambutan Bupati sesuai bidaragnyg;

dan

menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelapogsam.

(2) Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sddmatait:

a.

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijedans,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-tmhaya

yang berkaitan dengan urusan perencanaan;

menyusun program kerja Sub Bagian;

menyusun program kerja Dinas;

menyiapkan bahan dan memproses penyusunan Rencana
Stratejik Dinas;

menyiapkan bahan dan mempropeayusunan Rencana Kerja
Tahunan Dinas;

menyusun rencana program, monitoring dan evalegatan;
menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan kegiatan
program;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian progam;
menyiapkan bahan dan memproses penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan

menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas.



Pasal 11

(1)Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi administrasi keuangan.

(2) Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagiaiter

a.

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijedans,

pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-tmhaya

yang berkaitan dengan urusan keuangan;

menyusun program kerja Sub Bagian;

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dekum

Pengelolaan Anggaran (DPA);

menyelenggarakan verifikasi SPJ dari Kuasa Pengguna

Anggaran;

melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluajan g

pegawali;

membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;

mengkoordinasikan bendahara pengeluaran dan beadaha

pengeluaran pembantu dalam mengelola administrasi
keuangan yang meliputi ;

1. memproses Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat
Perintah Membayar Uang (SPMU);
menyelenggarakan pengelolaan Kas Dinas;
melaksanakan verifikasi SPJ dari Kuasa Pengguna
Anggaran;

4. melaksanakan pembuatan daftar gaji dan pembayajan g
pegawai;

5. menyusun perencanaan pendapatan dan belanja dinas;
melaksanakan pembukuan penerimaan setoran pendapata
dan menyetor ke Kas Daerah;

7. melaksanakan perhitungan realisasi anggaran; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungaradeng
Anggaran/Keuangan Dinas.

menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
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Bagian Ketiga
Bidang Lalu Lintas
Pasal 12

Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi penyelenggarasmajemen
lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan penerangkam jamum.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dima#alain Pasal
12, Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan manajemen lalu lintas;

b. menyelenggarakan rekayasa lalu lintas;

c. meyelenggarakan penerangan jalan umum; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepaiaas

berkaitan dengan bidang tugasnya.
Pasal 14

(1) Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas
menyelenggarakan pengaturan, pengawasan dan patigandlu
lintas.

(2) Uraian tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas adaebagai
berikut :

a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijedams,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan dayang
berkaitan dengan manajemen lalu lintas;

b. menyusun program kerja Seksi;
membuat rencana pengaturan lalu lintas di Jalampaten;

d. membuat rencana pengaturan lalu lintas di Jalanohas
Jalan Propinsi, yang berada di Ibukota Kabupaten;

e. menyusun kelas Jalan Kabupaten;

f. menentukan arah transportasi di jalan Kabupateratiandi
Jalan Propinsi dan Jalan Nasional yang berada ukoth
Kabupaten;

g. mengadakan survey lalu lintas;
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menyusun peta jalan rawan kecelakaan dan jalan nrawa
bencana serta jalan alternatif;

mengolah dan menganalisa data lalu lintas;

memproses rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
memproses ijin penggunaan jalan selain untuk iatagd;
melaksanakan kegiatan pemantauan, penertiban dan
pengamanan lalu lintas di jalan umum dan pos-pasgya
ditentukan dan tugas-tugas insidentil di bidang ladtas pada

waktu-waktu tertentu;

. menyusun data wilayah pembinaan dan penyuluhan;

menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan biddog la
lintas;

menyelenggarakan pengawasan pendidikan dan latihan
mengemudi; dan

menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi.

Pasal 15

(1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menggheakan

perencanaan, pengadaan, penempatan dan pemelihaestn

pengawasan rambu-rambu lalu lintas, marka jalanatitrpemberi

isyarat lalu lintas, devider, pagar pengaman jalaaku jalan,

delinator serta perlengkapan jalan lainnya di jdabupaten serta

Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibu Kota Kabem
(2) Uraian tugas Seksi Rekayasa lalu Lintas adalahgselberikut :

a.

-~ ® oo T

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijtdams,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-tmhaya
yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas;

menyusun program kerja Seksi;

menyusun baharekayasa lalu lintas;

mengolah dan menganalisa data kelengkapan jalan;

menyusun standar teknis kelengkapan jalan;

mengadakan survey dan membuat rencana kebutuhan
kelengkapan jalan;

menentukan tempat-tempat pemasangan kelengkapan jal
melaksanakan pengelolaan, perawatan dan pemeltharaa
kelengkapan jalan;

melaksanakan pengadaan dan pemasangan kelengékgran |
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j. melaksanakan pengecekan kelayakan kelengkapan jalan

k. mengadakan pembinaan dan penyuluhan bidang rekéglasa
lintas; dan

I.  menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Pasal 16

(1) Seksi  Penerangan Jalan Umum mempunyai  tugas
menyelenggarakan pengelolaan penerangan jalan umum.

(2) Uraian tugas Seksi Penerangan Jalan Umum adaladgae
berikut :

a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaaris,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-kahaya
yang berkaitan dengan penerangan jalan;
menyusun program kerja Seksi;
menyusun data Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);

menentukan kebutuhan LPJU;

® oo o

menyelenggarakan perencanaan pengadaan, perawatan d

pemeliharaan penerangan jalan Kabupaten, jalaniripv

jalan Nasional dan tempat umum;

f.  menyusun petunjuk teknis pengelolaan LPJU;

g. melaksanakan pengadaan dan pemasangan LPJU;

h. melaksanakan urusan surat menyurat, data, perpastasip
dan dokumentasi Bidang;

i. mengelola keuangan Bidang;

J. mengelola kepegawaian Bidang;

k. mengelola barang inventaris Bidang;

I.  menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran

Pasal 17

Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran mempunf@angsi
penyelenggaraan angkutan, pengelolaan terminal, get@aan
perparkiran.
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Pasal 18

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dima#alain Pasal

17, Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran merngputugas :

a. menyelenggarakan pengangkutan orang dan baratayasgkutan
khusus;

b. menyelenggarakan pengelolaan terminal,

c. menyelenggarakan pengelolaan perparkiran; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dbekaitan

dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Angkutan mempunyai tugas menyelenggarakaiibgan,
pengawasan dan pengendalian pengangkutan orangatang
serta angkutan khusus;

(2) Uraian tugas Seksi Angkutan adalah sebagai berikut
a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijedams,

pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-tmhaya
yang berkaitan dengan angkutan;

b. menyusun program kerja Seksi;

c. memberikan rekomendasi perizinan usaha angkutarg atan
barang, ijin trayek angkutan perdesaan, ijin iestd dan
kartu pengawasan;

d. memberikan rekomendasi perizinan trayek angkutan
perdesaan/angkutan kota;

e. memberikan ijin bongkar muat barang;

f.  memberikan rekomendasi peruntukan angkutan;

g. menyusun dan menetapkan jaringan trayek anghkuoramg
dan jaringan lalu lintas angkutan orang dan barang;

h. melaksanakan survei bangkitan penumpang (load rjacto
angkutan orang;

i. menyusun standar pelayanan angkutan orang danghaema
angkutan khusus;

J.  merumuskan tarif angkutan perdesaan dan angkutan ko

k. melaksanakan pembinaan dan bimbingan manajemera usah

angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus
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merumuskan bahan kebijakan teknis angkutan orang da

barang;

. melaksanakan monitoring angkutan Lebaran, NatalTddmun

Baru;

melaksanakapengawasan dan pengendalian angkutan;
melaksanakamengendalian disiplin pengoperasian angkutan;
dan

menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Pasal 20

(1) Seksi Terminal mempunyai tugas menyelenggarakagegbaaan

dan pengembangan terminal, halte dan shelter.

(2) Uraian tugas Seksi Terminal adalah sebagai berikut

a.

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijedams,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-tmhaya
yang berkaitan dengan pengelolaan terminal;

menyusun program kerja Seksi;

menyusun petunjuk teknis pengelolaan terminal peraung,
barang, halted dan shelter;

menentukan lokasi dan pengoperasian terminal peaog)p
barang, halte dan shelter;

menyusun pedoman penentuan biaya retribusi terminal
fasilitas utama dan fasilitas penunjang, serta sayanan
terminal penumpang dan terminal barang;

menyusun bahan penetapan lokasi terminal penumijaad
dan terminal barang, halte dan shelter;

memberikan rekomendasi rancang bangun terminal
penumpanglan terminal barang;

merencanakan pembangunan terminal penumpang dan
terminal barang;

melaksanakan urusan surat menyurat, data, perpastasip
dan dokumentasi Bidang;

mengelola keuangan Bidang;

mengelola kepegawaian Bidang;

mengelola barang inventaris Bidang;

. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang.
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Pasal 21

(1) Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyelengganagéaentuan

lokasi, pembinaan, pengembangan, pengelolaan atguagkir.

(2) Uraian tugas Seksi Perparkiran adalah sebagiuberi

a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijedams,

-~ ® oo T
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pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-tmhaya
yang berkaitan dengan perparkiran;

menyusun program kerja Seksi;

menyusun potensi parkir;

menentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum;

menentukan tarif parkir kendaraan di jalan umum;
menyelenggarakan pemungutan retribusi parkir;
melaksanakan perencanaan operasional perparkiran;
menyelenggarakan pengelolaan perparkiran;

memberikan pertimbangan teknis rancang bangunitéesil
perparkiran;

memproses ijin usaha pendirian tempat parkir khusus
melaksanakan pembinaan dan penyuluhan bidang kegrar
dan

menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian dan Operasional

Pasal 22

Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai ifungs

penyelenggaraan tehnik kelaikan kendaraan bermaojoerasi dan

pengendalian.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dima#alain Pasal

22, Bidang Kelaikan Kendaraan Bermotor Operasi Bangendalian

mempunyai tugas :

a.
b.

C.

menyelenggarakan tehnik kelaikan kendaraan bermotor

menyelenggarakan operasi dan pengendalian; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kefdalaas

berkaitan dengan bidang tugasnya.
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Pasal 24

(1) Seksi  Kelaikan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas
menyelenggarakan dan pengawasan kelaikan kendagaaotor.

(2) Uraian tugas Seksi Kelaikan Kendaraan Bermotorasdakbagai
berikut :

a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijedams,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-k@hapa
yang berkaitan dengan kelaikan kendaraan bermotor;

b. menyusun program keja Seksi;

c. melaksanakan inventarisasi jumlah kendaraan wgjib u

d. menyusun persyaratan administrasi pengujian keadara
bermotor;

e. menyusun pedoman teknis (petunjuk pelaksanaaa)ctaia
pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;

f. menyusun bahan kebijakan pemungutan retribusi pi@ngu
kendaraan bermotor;

g. melaksanakan pengaturan dan pengendalian susursn al
tambahan kendaraan angkutan penumpang, barandndsisk

h. mengadakan penyuluhan dan pembinaan pengujian fteemda
bermotor;

i. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kegiata
pengujian kendaraan bermotor;

j. menyusun kebijakan/peraturan bidang pengujian keada
bermotor;

k. meregistrasi hasil uji berkala kendaraan bermotangy
dilakukan oleh swasta;

I. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola perbdangke
umum;

m. menyusun pedoman teknis biaya uji berkala kendaraan
bermotor;

n. melaksanakan pembinaan kelaikan jalan kendaraamober;

0. memberikan pertimbangan teknis perencanaan pembangu
untuk pengujian kendaraan bermotor;

p. melaksanakan urusan surat menyurat, data, perpasta(sip
dan dokumentasi Bidang;
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g. mengelola keuangan Bidang;

r. mengelola kepegawaian Bidang;

s. mengelola barang inventaris Bidang;

t. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

u. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang.

Pasal 25

(1) Seksi  Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas
menyelenggarakan operasi dan pengendalian lalwaslirdan
kendaraan bermotor.

(2) Uraian tugas Seksi Operasi dan Pengendalian adsdahgai

berikut :

a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijedams,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-tmhaya
yang berkaitan dengan operasi dan pengendalian;

b. menyusun program kerja Seksi;

c. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian iopetas
terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentiladatintas
di kabupaten;

d. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan
kecelakaan lalu lintas;

e. menyelenggarakan pendataan, penelitian dan pelapora
kecelakaan lalu lintas di jalan;

f. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dantpenga
kelancaran arus lalu lintas;

g. menyelenggarakan pemeriksaan kendaraan di jalanaises
kewenangannya;

h. menyelenggarakan pelaksanaan penyidikan pelanggyairam
meliputi pelanggaran Peraturan perundangan di Bgidan
perhubungan;

i. mengumpulkan, mengolah data, dan analisis kecelakda
lintas; dan

J.  menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
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Bagian Keenam

Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 26

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai  fungsi
penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi perijigmbinaan dan

pengendalian.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dima#alain Pasal
26, Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyaiisig

a. menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi perijinan

b. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepaiaas

berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

(1) Seksi Pelayanan dan Fasilitasi Perijinan mempuntyajas
menyelenggarakan pengelolaan, pengendalian danlitafisi
perijinan di bidang komunikasi dan informatika.

(2) Uraian tugas Seksi Pelayanan dan Fasilitasi Reanjiadalah
sebagai berikut:

a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijedams,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan dayang
berkaitan dengan pelayanan dan fasilitasi perijinan

b. menyusun program keja Seksi;

c. menyelenggarakan pemberian rekomendasi  terhadap
permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetapttgrtiokal
wireline (end to end);

d. menyelenggarakan pemberian rekomendasi wilayalritaso
untuk pembangunan kewajiban pelayanan univerdatidng
telekomunikasi.

e. menyelenggarakan pemberian izin terhadap Instalkialel
Rumah/Gedung (IKR/G);
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f. menyelenggarakan pembangunan telekomunikasi pedesaa

g. menyelenggarakan pemberian ijwarung telekomunikasi,
warung seluler atau sejenisnya,;

h. menyelenggarakan pemberian izin kantor cabang daat |
pelayanan operator;

i. menyelenggarakan pemberian izin galian untuk kaparl
penggelaran kabel telekomunikasi;

J. menyelenggarakan pemberian izin instalansi pendpgit;

k. menyelenggarakan pemberian izin instalansi genset;

I. menyelenggarakan pemberian izin usaha perdagantzdn a
perangkat telekomunikasi;

m. menyelenggarakan  pemberian  rekomendasi  persyaratan
administrasi dan kelayakan data teknis terhadamgienan izin
penyelenggaraan radio;

n. menyelenggarakan pemberian izin lokasi pembangshatio
dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;

0. menyelenggarakan pendataan warung telekomunikasyng
seluler dan sejenisnya; dan

p. menyusun laporan tugas Seksi.

Pasal 29

(1) Seksi Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugalsinean
dan pengendalian bidang telekomunikasi dan infakaat

(2) Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengendalianhadakzagai
berikut:

a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijedams,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-tmhapa
yang berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian;

b. menyusun program keja Seksi;

c. menyelenggarakan pembinaan Telekomunikasi dan
Informatika;

d. melaksanakan pemberdayaan lembaga komunikasi;sosial

e. menyelenggarakan pengawasan/pengendalian terhadap
penyelenggaraan telekomunikasi;

f. menyelenggarakan pengendalian dan penertiban #ghad
pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
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g. melaksanakan urusan surat menyurat, data, perpastasip
dan dokumentasi bidang;

h. mengelola keuangan bidang;

i. mengelola kepegawaian bidang;

J. mengelola barang inventaris bidang;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

I.  menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang;

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai stuga
melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai denghhakedan
kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dsgjumlah
tenaga dan jenjang Kelompok jabatan fungsional yhkgordinir
oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ké&tlempok.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibaigis
Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebututarg y
ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan barklan sifat,
jenis dan beban kerja.

(5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional tertentu sdilakan

sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ydakuber

Pasal 31

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Terteniaturd

berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32

Fungsi, tugas dan uraian tugas Unit Pelaksana JeRimas akan

diatur dengan Peratuan Bupati tersendiri.
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggahdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ysefamngan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalantaBBraerah
Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Desember 2008
BUPATI KULON PROGO,

Capl/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 24 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Capl/ttd

SO IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2008 NOMOR 13 SERID



